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1 7 PROGRAM HASIL TERBAIK

Memperkokoh
ideologi Pancasila,
demokrasi, dan hak
asasi manusia (HAM).

Meningkatkan

lapangan kerja yang
berkualitas, mendorong
kewirausahaan,
mengembangkan industri
kreatif, dan melanjutkan
pengembangan
infrastruktur.

Melanjutkan hilirisasi
dan industrialisasi
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri.

Memperkuat
reformasi politik,
hukum, dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi dan narkoba.

Memantapkan sistem
pertahanan keamanan
negara dan mendorong
kemandirian bangsa
melalui swasembada
pangan, energi, air,
ekonomi kreatif, ekonomi
hijau, dan ekonomi biru.

Memperkuat pembangunan
sumber daya manusia
(SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan,
prestasi olahraga, kesetaraan
gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda,
dan penyandang disabilitas.

Membangun dari desa
dan dari bawah untuk
pemerataan ekonomi
dan pemberantasan
kemiskinan.

Memperkuat penyelarasan
kehidupan yang harmonis
dengan lingkungan, alam,
dan budaya, serta
peningkatan toleransi
antarumat beragama
untuk mencapai
masyarakat yang adil dan
makmur.

Mencapai swasembada pangan,
energi, dan air

Reformasi politik, hukum,
dan birokrasi

Pemberantasan
kemiskinan

Menjamin tersedianya pelayanan
kesehatan bagi seluruh rakyat
Indonesia: Peningkatan

BPJS Kesehatan dan penyediaan
obat untuk rakyat

Penguatan pertahanan dan
keamanan negara dan
pemeliharaan hubungan
internasional yang kondusif

Menjamin pelestarian
lingkungan hidup

Menjamin rumah murah dan
sanitasi untuk masyarakat desa
dan rakyat yang membutuhkan

Melanjutkan hilirisasi dan
industrialisasi berbasiskan
sumber daya alam (SDA),
termasuk di sekitar maritim
untuk membuka lapangan kerja
yang seluas-luasnya dalam
mewujudkan keadilan ekonomi

Penyempurnaan sistem
penerimaan negara

Pencegahan dan
pemberantasan korupsi

Pencegahan dan
pemberantasan narkoba

Penguatan pendidikan, sains
dan teknologi, serta digitalisasi

Penguatan kesetaraan gender
dan perlindungan hak
perempuan, anak, serta
penyandang disabilitas

Menjamin ketersediaan pupuk,
benih, dan pestisida langsung
ke petani

Melanjutkan pemerataan
ekonomi, penguatan UMKM dan
pembangunan Ibu Kota
Nusantara (IKN)

Memastikan kerukunan
antarumat beragama,
kebebasan beribadah, dan
perawatan rumah ibadah

Pelestarian seni budaya,
peningkatan ekonomi kreatif,
dan peningkatan prestasi
olahraga

Memberi makan siang
dan susu gratis di
sekolah dan pesantren,
serta bantuan gizi
untuk anak balita dan
ibu hamil

Mencetak dan
meningkatkan
produktivitas lahan
pertanian dengan
lumbung pangan desa,
daerah, dan nasional

Melanjutkan dan
menambahkan
program kartu-kartu
kesejahteraan sosial
serta kartu usaha untuk
menghilangkan
kemiskinan absolut

Melanjutkan
pembangunan
infrastruktur desa,
Bantuan Langsung Tunai
(BLT), dan menyediakan
rumah murah bersanitasi
baik untuk yang
membutuhkan

Menyelenggarakan
pemeriksaan kesehatan
gratis, menurunkan
kasus TBC 50% dalam
lima tahun dan bangun
RS lengkap berkualitas
di kabupaten

Membangun
sekolah-sekolah unggul
terintegrasi di setiap
kabupaten, dan
memperbaiki
sekolah-sekolah yang
perlu renovasi

Menaikkan gaji ASN
(terutama guru, dosen,
dan tenaga kesehatan),
TNI/POLRI, dan pejabat
negara

Mendirikan Badan
Penerimaan Negara dan
meningkatkan rasio
penerimaan negara
terhadap produk
domestik bruto (PDB)
ke 23%




Kementerian PPN, TN
Bappenas
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Profesionalisme Birokrasi

Transformasi Rekruitmen dan Jabatan ASN

1. Fleksibilitas penetapan kebutuhan dan 1.

rekrutmen ASN sesuai kebutuhan instansi

2. Jabatan disederhanakan menjadi yang lebih 2.

terbuka untuk mendukung organisasi licah
(agile) dan kolaboratif

Kemudahan Mobilitas Talenta Nasional

1.  Mobilitas talenta kian mudah dalam satu 1.

Instansi, antarinstansi, atau ke luar Instansi
2. Mobilitas talenta untuk mengatasi kesenjangan

talenta yang mengacu pada prioritas 2.

pembangunan nasional

Fokus Pengembangan ASN Pada

Ranwal RPJMN 2025 - 2029

Indeks Persepsi Korupsi

Percepatan Pengembangan Kompetensi

ASN bukan hanya berhak, tapi wajib
mengembangkan kompetensi

Instansi wajib memberikan dukungan akses
dan sumber daya kepada ASN untuk belajar

Penataan Tenaga Non-ASN

Perluasan konsep PPPK untuk menghindari
PHK masal, pembengkakan anggaran, dan

penurunan pendapatan

Perpanjangan penataan honorer sampai

dengan. Desember 2024

Indeks Efektivitas Pemerintahan

Reformasi Pengelolaan Kinerja dan

Rt

Kesejahteraan ASN

Pengelolaan kinerja dilaksanakan
untuk mencapai sasaran
organisasi melalui mekanisme
kerja yang fleksibel dan
kolaboratif

Perbaikan komponen
kesejahteraan ASN

Pemberian Pensiun bagi PPPK
Komponen penghargaan dapat
disesuaikan dengan kebutuhan
dan anggaran

Digitalisasi Manajemen ASN: Penyediaan digital platform terintegrasi yang memudahkan pengelolaan dan pelayanan kepada ASN

Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi: Simplifikasi nilai dasar ASN yang berlaku nasional sehingga menjadi akar budaya kerja yang lebih

kuat dalam jangka panjang

Sumber: Dokumen Arah Kebijakan Pengembangan ASN Direktorat ANTB, Bappenas (2024)



8 Misi Asta Cita

Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan
Hak Asasi Manusia (HAM)

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara
dan mendorong kemandirian bangsa melalui
swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah,
ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan
meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,
mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri
kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri
di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia
(SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,
prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan
generasi Z), dan penyandang disabilitas.

(&= Kementerian PPN/

enas

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri
berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai
tambah di dalam negeri.

Membangun dari desa dan dari bawah untuk
pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan
pemberantasan kemiskinan

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi,
serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan
korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis
dengan lingkungan, alam dan budaya, serta
peningkatan toleransi antarumat beragama untuk
mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Arah dan kebijakan BPSDM Kemendagri

RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PADA TAHUN 2025-2029

Pemantapan demokrasi dan stabilitas
poldagri, hukum, trantibumlinmas dan
pengawasan pemerintahan daerah

Penguatan penyelenggaraan
desentralisasi dan otonomi daerah

Pemantapan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan .
pengelolaan keuangan daerah dan desa

daerah.

T )
Penguatan implementasi digitalisasi
% - I dalam penyelenggaraan pemerintahan
=)

P

4 & Peningkatan kualitas aparatur ke
' pemerintahan dalam negeri, Reformasi
Birokrasi dan pemanfaatan rekomendasi

o ' . strategi kebijakan pemerintahan dalam
: ) negeri.

Arah kebijakan strategis BPSDM Kemendagri adalah:

menyelenggarakan  pengembangan
manusia aparatur pemerintahan dalam

1.

kementerian dalam negeri; dan

melaksanakan
pengembangan sumber daya

pemerintahan dalam negeri di daerah.

sumber daya
negeri di

pembinaan dan pengawasan

Penyusunan Kerangka Kerja Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (KKA-PDN);
Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri (SKK-PDN);
Pelaksanaan sertifikasi berbasis kompetensi jabatan;

Pelaksanaan pengembangan SDM Aparatur Berbasis kompetensi;

Pelaksanaan akreditasi kelembagaan;

aparatur . Pengembangan Sistem dan Data Informasi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (SDI-

APDN);

Pengadaan sarana dan prasarana terstandar yang mendukung pelaksanaan pengezmbangan
kompetensi;




Kedudukan Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan %
Pembinaan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
oleh Daerah provinsi :

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat terhadap
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah provinsi
dilaksanakan oleh menteri/kepala  lembaga pemerintah
nonkementerian secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri
Dalam Negeri (Psl 8 ayat 3 UU 23 Tahun 2014)

- Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi,

dilaksanakan oleh:

1. Menteri Dalam Negeri, untuk pembinaan umum; dan

2. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian, untuk pembinaan teknis

(Pasal 3 ayat 1 PP 12 Tahun 2017)

Pembinaan umum oleh Mendagri meliputi 10 aspek: pembagian urusan,
pembangunan, keuangan, kepegawaian, kelembagaan, pelayanan publik,
kerjasama daerah, kebijakan daerah, KDh dan DPRD, bentuk pembinaan
lainnya, (Psl3 PP 12 Tahun 2017)

Setiap Tahun diterbirkan Permendagri ttg 1. RKPD, 2. Pedoman Umum
Penyusunan APBD, 3. Kebijakan Pengawasan



PEMBINAAN UMUM PENYELENGGARAAN
PEMDA

Pembagian Urusan 0
Pemerintahan Pelayanan Publik di Daerah 6
Kelembagaan Daerah Kerjasama Daerah 7
Kepegawaian Pada Perangkat F i — 8
Daerah
Kepala Daerah dan Wakil Kepalg
Daerah 9

Keuangan Daerah

LV R G 7 B N B

Pembangunan Daerah Bentuk Pembinaan Lainnya

Pengembangan Kompetensi merupakan bagian dari Pembingan Umum ‘

Pasal. 3758
.
Bidang Kepegawalan pada Perangkat Daerah '« PSSaljl‘? )

\
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Pengembangan  kompetensi penyelenggara

Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan dalam rangka
pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintahan
Daerah. Pendidikan dan pelatihan, meliputi:

1) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional
substantif pemerintahan dalam negeri;

2) pendidikan dan pelatihan  kepemimpinan
pemerintahan dalam negeri;

3) pendidikan dan pelatihan kepamongprajaan;

4) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional
substantif kementerian/ lembaga pemerintah
nonkementerian; dan/atau

5) pendidikan dan pelatihan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. C.

Pendidikan dan pelatihan 4 & 5 diselenggarakan oleh
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian

sesuai dengan kewenangannya dan dikoordinasikan
kepada Menteri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017.

erian Dalam Negeri
Republik Indonesia

pemerintahan  Daerah,

Pendidikan dan pelatihan 1-4 diselenggarakan
oleh Kementerian (Kementerian Dalam Negeri)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan
melalui kerja sama antar kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian, antar-Pemerintah
Daerah, dan/atau dengan perguruan tinggi serta
lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya.

( Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017)
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Faktor Eksternal

 Megatren 2045
* Geopolitik dan
Geoekonomi

Faktor Internal
|. Modal Dasar
* Kependudukan
* Modal Manusia
* Modal Sosial dan Budaya
+ Kekayaan Alam
» Kekuatan Negara Kepulauan

VISI INDONESIA EMAS 2025-2045

‘Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu,
Berdaulat, Maju,,dan Berkelanjutan”

Il. Capaian Pembangunan

5 Sasaran Visi Indonesia 2025-2045

8 MISI PEMBANGUNAN i . MISI Abadi Bernegara:
( wakna: ) QEIEIETETTENY wisi .- WSt AbaciBomogars,
v Indonesia dan seluruh tumpah
5 Pancasila darah Indonesia
100 Tahun Indonesia 2. Memajukan kesejahteraan umum,
Merdeka 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa

4. lkut melaksanakan ketertiban
17-8-2045 ' dunia yang berdasarkan

45 INDIKATOR UTAMA kemerdekaan, perdamaian abadi
PEMBANGUNAN dan keadilan sosial
Sumber: UU No. 59/2024 tentang RRJPN Tahun 2025-2045




|..rm Kementerian PPN/ TN Arah Transformasi Tata Kelola pada RPJPN 2025-2045:
| Bappenas S Sasaran Transformasi Tata Kelola untuk Indonesia Emas 2045

Regulasi yang adaptif dan tata asas difokuskan pada penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas regulasi serta peningkatan
kualitas kelembagaan regulasi dan tata kelola pembentukan regulasi

Kelembagaan yang efektif difokuskan pada penataan restrukturisasi kelembagaan dan kewenangan antar instansi K/L/D dan BUMN
serta penataan, penguatan dan penghormatan mekanisme check balance

Proses bisnis yang adaptif difokuskan kepada penyederhanaan proses bisnis yang kolaboratif dan terintegrasi
Manajemen talenta difokuskan pada penguatan manajemen talenta ASN melalui pembangunan falent pool di K/IL/ID

Meritokrasi dan integritas difokuskan pada sistem merit dalam manajemen ASN, pencegahan korupsi dan sistem pendidikan
korupsi

Manajemen ASN untuk mendukung sektor/bidang strategis difokuskan pada penataan manajemen ASN sektor pelayanan dasar
Layanan publik yang berkualitas dan inklusif difokuskan pada peningkatan aksesibiltas dan inklusivitas pelayanan publik terpadu
Pelayanan strategis yang berkualitas

Transformasi digital difokuskan pada transformasi layanan pemerintahan berbasis digital dan percepatan kesiapan digital
Optimalisasi partai politik dengan penguatan integritas partai politik

Relasi pemerintah dan masyarakat sipil difokuskan kepada penguatan kapasitas dan peningkatan partisipasi bermakna

oft]]

Indeks SPBE Indeks Persepsi Korupsi Indeks Materi Hukum

=T 5,0 60 0,71

Indeks Pelayanan Publik Indeks Integritas Nasional

5 y 0 9 6 y 9 8 Sumber: UU No. 59/2024 tentang RRIPN Bhun 2025-2045
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Regulasi yang adaptif

Kelembagaan yang
efektif
Proses bisnis yang
adaptif

Manajemen talenta

Meritokrasi dan
integritas

Manajemen ASN
strategis

Pelayanan publik yang
berkualitas dan inklusif
Pelayanan bidang
strategis

Transformasi digital
pemerintah

Integritas partai politik

Relasi pemerintah dan
masyarakat sipil

S Kementerian PPN/ TEEIN
Bappenas

ANANAAAAAAN

J'Arah Kebijakan RPJPN 2025-2045 dalam

Upaya Transformasi Tata Kelola Tahap 1 (2025-2029)

«Penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas regulasi

*Peningkatan kualitas kelembagaan dan tata kelola pembentukan regulasi berbasi teknologi informasi melalui pembentukan lembaga
tunggal pengelola regulasi

ePenataan hubungan/restrukturisasi kelembagaan adan kewenangan antarinstansi pemerintah (K/L/D) dan BUMN

ePenataan, penguatan dan penghormatan terhadap mekanisme check and balances antarlembaga negara

ePemetaan proses bisnis tematik berdasarkan isu prioritas
«Pengembangan sistem manajemen kinerja pembangunan yang berdasarkan shared outcomes

*Penguatan manajemen talenta ASN di seluruh instansi pemerintah (K/L/D)

ePenguatan sistem merit dalam manajemen ASN
ePenguatan upaya pencegahan korupsi
ePenguatan sistem Pendidikan antikorupsi

ePenataan manajemen ASN sektor layanan dasar

*Pengembahgan portal atau platform pelayanan publik nasional

Penyediaan kualitas pelayanan public pada pusat-pusat (hub) pelayanan publik

*Proses bisnis, kelembagaan, dan regulasi bidang strategis dan tidak terbatas pada perencanaan dan penganggaran, pendidikan, kesehatan, keamanan, postur
diplomasi, hukum dan HAM, agraria, perlinsos, ekonomi, energi, lingkungan hidup, riset dan inovasi, harmonisasi hubungan pusat-daerah, manajemen risiko
pembangunan, dan aparat pengawas internal pemerintah.

e Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital

Percepatan kesiapan digital (digital readliness)

ePenguatan integritas partai politik

ePenerapan kode etik, internal, sistem rekrutmen, sistem kaderisasi yang optimal, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,
serta pendanaan negara yang memadai.

«Penguatan kapasitas dan peningkatan partisipasi bermakna (meaningful participation) masyarakat sipil.

Sumber: UU No. 59/2024 tentang RRJPN Bhun 2025-2045
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Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi
manusia (HAM);

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan
mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,
energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan
ekonomi biru;

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan  meningkatkan
lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri  kreatif serta mengembangkan
agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif
koperasi.

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,

kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,
pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang
disabilita

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis
sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam
negeri;

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan
ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta

memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,
narkoba, judi, dan penyelundupan;

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan
lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi
antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan
makmur.

Integrasi Awal Struktur Presiden Terpilih

17 PROGRAM PRIORITAS

Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;

Penyempumaan system penerimaan negara;

Reformasi politik, hukum, dan birokrasi;

Pencegahan dan pemberantasan korupsi;

Pemberantasan kemiskinan;

Pencegahan dan pemberantasan narkoba;

Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat

Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat

untuk rakyat;

Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;

Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan

hubungan internasional yang kondusif;

10.Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan,
anak, serta penyandang disabilitas;

11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;

12.Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke
petan;

13.Menjamin  pembangunan  hunian  berkualitas terjangkau
bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/ perkotaan dan
rakyat yang membutuhkan;

14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui
program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara
(IKN) serta kota-kota inovatifkarakteristik- mandiri lainnya.;

15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya
alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka
lapangan kerja yang seluasluasnya dalam mewujudkan keadian
ekonomi;

16.Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan
beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah;

17.Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan

peningkatan prestasi olahraga

NouhkoN=
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. Melanjutkan  dan

8 PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT

. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan

pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;

. Menyelenggarakan pemeriksaan gratis, menuntaskan kasus

TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di
Kabupaten ;

. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian

dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;

. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap

kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu
renovasi;

menambahkan  program  kartu-kartu
kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan
kemiskinan absolut;

. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan,

dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara

. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan,

Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediakan
rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan,
terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR);

. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio

penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke
23%.
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UU No. 23 TAHIN
2014
Pasal 233

(1)

2]

(3)

(4)

(3)

e

ey, L7

%o,

FPRESIDER
REFUBLIK INODORESIA

Pasal 233

Pegawal aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 208 ayat (2] vang menduduki jabatan kepala
Perangkat Daerah, harus memenuhi persyaratan
kompetensi:

a. teknis:

b. manajerial; dan

c.  sosial kultural.

Selain memenuln kompetens) sebagaimana dimakisud pada
avat (1), pegawal aparatur sipil negara vang menduduki
jabatan kepala Perangkat Daerah harus memenuhi
kompetensi pemerintahan.

Kompetengl teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ditetapkan oleh menter: flkepala lembaga
pemerintah nonkementerian setelah dikoordinasikan
dengan Menteri.

Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada
ayval (2] ditetapkan oleh Menteri.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
avat (2] berlaku secara mutatis mutandis terhadap pegawai
aparatur sipil negara Vang menduduki jabatan
administrator di bawah kepala Perangkat Daerah dan
jabatan pengawas.




Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
233 Ayat (2) dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah adalah :

Pasal 233
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kompetensi pemerintahan™ antara lain

dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat
dengan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan

Daerah, Urusan Pemerintahan yvang menjadi kewenangan Daerah,
hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD dan etika
pemerintahan.

ompetensi pemerintanan dibuktikan OCIgar sertiiikasi.




Pasal 407

Paca saal Undang-Undang ni mulal berlaku, Semua peraturan perundang-undangan yang berkaltan secara
angsung denaan Dagrah wajlo mendasarkan dan menyestiakan pengaturannya pada Undang-Undang n

UU No. 23 TAHIN
2014
Pasal 407




Setat
Lampsran
Ha#

MENTERI DALAM NEGERI
REPLUBLIE INDDMNESLA

Jakara, 12 Desember 2024

BO01. 14 1A55475) Yih 1. GubsmunP). Gubarmaur
Ponting Z BupasTj Bugpat

3. WakkotaiFy. Wak Foka

Kompebensi Pemenniabam

SeDagal Fersyaratan
Penempatan Jabakan ch
| Pemmerintah Dhaarah

di-
Sroluru Indcenesen

Menindaklarprli pelaksprahan Undang-Urdang Mamaor 23 Tabun 204

benang Pemerintahan Dasmah. Undang-Undarsg Momor 20 Tahan 2023
p=ntang Aparaber Sipil Hegara, Peraturen Pemermiah Momor 98 Tahen
206 jerdang Perangksd Dasrsh, Perasturan Pemshniabh Momor 12 Tahun
017 tenfang Pembsnaan dan Pengowasan Penyelenggaszan Pemenniahan
Ciaerah dan Pessiuran Memiesd Dalam Negeri Homor B8 Tabun 2022 tenkang
Panddican dam  Pelaliken Kepgeamimprnan  Dalam Meger (Deklas
Pimpendagri], borsama imi deampaikan hal-bal Sebagai barikud:

1

Sebagamana diamanatican LUndang-Uindang Momos 23 Taban 29094
pantang Pemenmiaban Daerah FPasel 233 bBabsa sobagal SAparadue Sipil
Megara (A5SN) harus mamilik kampeianss pemerinlahan.

Kompetenai pemerintdhan  sebhagaimana snges 1 (53] bend d
mErupakan bpmampuan dan kasadlersbk yang dimilio sescrang Pegawai
A5H wang diperiukan oniek melaksanakan  ogat | pengoiolaan
pemenmialan sesuai pEnjang j@halannya o Pemedirtahan Daesrah secara
profesionsl. Dalam Perahaan Monten Dalam Megen Momor 89 Tahon
2027 1emlang Pendidikan dan Pelatbhan Kepomimppnan Dalaan Magen
iDifdal Pimpemdsgri}l difesusksn pads Bompelernss pemsnnlahan borkait
dengan kebsjakan desemiralsasi, hebongan pemenniah pusast dengan
dasrah, pemersintahan umum, pongelclaan ksuangan daarah, whosan
pamrabahan yang menjadi kewenangan dasrah, hubuengan pemesiniah
daprah dengan DPRD dan elika pemerintaban

Pemenniasfh Dasrah hamns menjamin bakeca perpelenggara pemersingaban
daegrah memilki kRompeiensi dan kapabibtas dadam lata  kelola
pemenniaban, maka pada pernempatan abss pemgisaan jabatan wajib
memenuhi  persyaralan  kompebensl  pemenniahean  yang  diboklican
dergan Sural Tanda Tamal Perdidikan den Pelatan (5T TPP) danfataw
Samifikal Kompaebars: Femenniahan

12 DESEMBER 2024

4 Pemeritih Dporah jugs hars mempedomanl Pasal 407 Undang-
Undang Momar 23 Tahun 2014 fentang Pemedninhan Dasrab batws
"pada snal Undang-Andang ind midal berlal, semun  poraturan
perundang-undargan yang berkaitan socara lapgsung dengan Daerah
wajib mendasarkan dan menyasuaikan pangaturannya pada Undang-
Lindang ini”,

Demikian untuk menjed porhalian dan dilakasnakan

Tembusan:

1. Menber Pandanfagunasn Apadaliar Megara dish Refoimass Birokrasi;
2 PR Sekretans Jonderad Komendagr: dan

3 Inspokiur Jepderal Remendag.

—




PERMENDAGRI NO. 108 THN 2017 :
KOMPETENSI PEMERINTAHAN

PASAL 1
Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan
karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai ASN yang
diperlukan untuk melaks tugas pengelolaan pemerintahan
sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kemendagri dan
Pemerintahan Daerah secara profesional.

wm i Ef ;;
\

PASAL 2
Pegawai ASN yang menduduki JPT, Jab Administrator, dan
Jab Pengawas pd Perangkat Daerah harus memiliki
persyaratan kompetensi : teknis, manajerial, sosio kultural
dan kompetensi pemerintahan.

o E
s A’_‘ il

StandardT



Kompetensi teknis, manajerial, sosio

kultural dan kompetensi pemerintahan

Kompetensi teknis, diukur dari
tingkat dan spesialisasi :
1) pendidikan

2) pelatihan teknis fungsional, dan
3) pengalaman bekerja secara teknis;

Kompetensi manajerial, diukur
dari tingkat :

1) pendidikan
2) pelatihan struktural atau manajemen, dan
3) pengalaman kepemimpinan;

Kompetensi sosial kultural, diukur dari
pengalaman kerja berkaitan dengan
masyarakat majemuk dalam hal :

1) agama

2) suku, dan

3) budaya;

Kompetensi pemerintahan, antara lain
mencakup pengetahuan, sikap dan
keterampilan yang terkait dengan :

1) kebijakan Desentralisasi

2) hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah

3) pemerintahan umum

4) pengelolaan keuangan Daerah

5) urusan Pemerintahan yg menjadi kewenangan Daerah
6) hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD dan

7) etika pemerintahan.

(Penjelasan Pasal 233 UU 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah)




Kompetensi pemerintahan Berbasis Urusan pemerintahan

konkuren yang menjadi kewenangan daerah :

1) Urusan Pemerintahan Wajib 2) Urusan Pemerintahan Wajib (tidak 3) Urusan Pemerintahan Pilihan,
(berkaitan dengan Pelayanan Dasar) berkaitan dengan Pelayanan Dasar) 1

. . kelautan dan perikanan;
tenaga kerja;

T 1. .
1. pendidikan; _ 2. pariwisata;
2. kesehatan: 2. pember_dayaan perempuan & pelindungan anak 3. pertanian:
: 3. pangan;
3. pekerjaan umum dan penataan _ 4. kehutanan;
4. pertanahan; :
ruang; 5. lingkungan hidup: 5. energi dan sumber daya

4. perumahan rakya.t dan 6. administrasi kependudukan & pencatatan sipil mineral;
kawasan permuklmap; 7. pemberdayaan masyarakat dan Desa 6. perFiagangan;

5. ketenteraman, ketertiban 8. pengendalian penduduk & keluarga berencana 7. perlndUStrlan; dan
umum, dan pelindungan 9. perhubungan; 8. transmigrasi.
masyarakat; 10.komunikasi dan informatika;

6. sosial. 11.koperasi, usaha kecil, dan menengah;

12.penanaman modal;
13.kepemudaan dan olah raga;
14. statistik;
15.persandian;
16.kebudayaan;

17.perpustakaan; dan {: —_—
18.kearsipan. | (Pasal 11 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)




STANDAR KOMPETENSI PEMERINTAHAN
PERMENDAGRI 108 TAHUN 2017

JPT MADYA (11)

JPT PRATAMA (17)

ADMINISTRATOR (17)

PENGAWAS (13)
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KOMPETENSI
PEMERINTAHAN

111 1101 :

Untuk menjamin sinergitas penyelenggaraan
Pemda berjalan sesuai dengan kebijakan

Nasional

*

*

Sebagai Pedoman bagi Kementerian/LNPK untuk
melakukan Pembinaan dan Pengawasan

Sebagai Pedoman bagi Daerah untuk
Penvelenaaaraan Urusan Pemerintahan vana

diserahkan ke Daerah

Untuk membangun Sistem Pengembangan
Kompetensi yang terstandar

Untuk Membangun Birokrasi karir yang kuat
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DASAR HUKUM SERTIFIKASI

__4
" UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

r-
UU NO 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
4
PP NO. 72 THN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP 18 THN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
4
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem pengembangan sumber daya
manusia aparatur berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
4
PERMENDAGRI 108 TAHUN 2017 TENTANG KOMPETENSI PEMERINTAHAN



http://www.kemendagri.go.id/

Kompetensi pemerintahan ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri

Ayat (9) :

Kompetensi pemerintahan dibuktikan dg
sertifikasi

Ayat (10) :

Sertifikasi dilaksanakan oleh suatu lembaga
sertifikasi yg berwenang menyelenggarakan
sertifikasi penyelenggaraan pemerintahan dalam
negeri sesuai dg pe-uu-an



IBPSDM BeraKHLAK

) KEMENDAGRI a——

STRUKTUR LSP-PDN

Permendagri 11 Tahun 2018

Pembina LSP PDN
Menteri

Pengarah LSP PDN

Penanggungjawab DI Komite Sertifikasi
LSP PDN (Kapus) (Es.1 & Rek IPDN)

| | e ey

\4

Kepala LSP-PDN ——— LSP PDNProvinsi |
Wakil Kepala LSP PDN
Manejer Mutu I Manejer Sertifikasi I Manejer Administrasi I
Tim Asesor I




¥ KEMENDAGRI TUJUAN & MANFAAT SERTIFIKASI e

Menetapkan
kebutuhan Training Akuntabilitas Publik

Efisiensi dan
Efektivitass Biaya ASN

Recognition of Prior
Learning / Current
Competence
(RPL/RCC

Meningkatkan Rotasi dan Suksesi

Kemampuan Kinerja

Individual
Meningkatkan integritas ASN Memberikan Pengakuan Formal dari Merefleksikan pengalaman Memberikan Pelayanan
dan Percaya Diri sebagai Pemerintah atas Kompetensi ASN mejadi kemampuan Terbaik kepada
Masyarakat




- KEMENDAGRI

UJI

KOMPETENSI

BerA_l_g-lLAK \/

METODE UJI KOMPETENSI T

| [

N

Dapat dilaksanakan secara klasikal mapun individual;

Dapat dimodifikasi untuk memenuhi peserta dengan kebutuhan khusus;

Asesi diperbolehkan bertanya terkait kejelasan pertanyaan dalam soal;

Hasil tes tertulis dinyatakan dalam bentuk angka berdasarkan jumlah yang dijawab benar;
Keputusan hasil tes tertulis merujuk pada proporsi capaian hasil pengujian;

Asesi dinyatakan lulus uji tulis dengan minimal benar 36 soal dengan nilai 60;

Kesempatan untuk melakukan uji ulang diberikan 1 kali, dengan nilai maksimal adalah 60.

UJIKASUS

m « Uji Kasus merupakan uji analis yang dilakukan terhadap saol kasus yang diberikan;

+ Peserta diminta untuk memberikan tanggapan dan analisis serta mengembangkan jawaban
berdasarkan kasus yang diberikan dalam bentuk tertulis (maks: 2 hal) dan atau PowerPoint (maks:
5 slide);

« Ruang lingkup penilaian uji mencakup hasil analisis termasuk dasar hukum pelaksanaannya,
pengembangan masalah dan tanggapan, serta rekomendasi dalam penerapan kasus yang diujikan;

« Waktu mengerjakan uji kasus adalah 60 menit

l |' \WAWAN N2 A

1

Pertanyaan diajukan mengacu kepada pedoman penilaian wawancara;

Asesor dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan karakteristik asesi serta dapat
menggali agar diperoleh informasi yang komprehensif sepanjang sesuai dengan unit
kompetensi yang diujikan;

Asesor dapat meminta asesi memperagakan keterampilan dan sikap tertentu untuk menambah
informasi guna keputusan kompeten yang lebih valid;

Hasil wawancara dalam bentuk angka berdasarkan jumlah pertanyaan yang dijawab benar;
Keputusan hasil wawancara merujuk pada proporsi capaian hasil pengujian;

Pelaksanaan wawancara 25 - 45 menit per asesi dan atau per kelompok;




SERTIFIKASI APARATUR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (APKD) C

Amanat UU 1/2022 HKPD Pasal 151 Tantangan

(1) Aparatur pengelola Keuangan Daerah harus
mendapatkan sertifikasi yang diberikan oleh Lembaga
yang  ditugaskan  oleh  Pemerintah  untuk
menyelenggarakan ~ pengembangan  kapasitas
aparatur pengelola Keuangan Daerah sebagaimana Banyaknya Jumlah
dimaksud dalam Pasal 150. Pegawai yang

Sinergi

P |nstitusi yang terkait
Tl sertifikasi aparatur

Pendanaan
Keuangan Daerah SIBEREE

Pelaksanaan kewajiban sertifikasi sebagaimana perlu disertifikasi
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan masa
transisi sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak

tanggal Undang-Undang ini diundangkan. ai

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan

pengembangan aparatur  sertifikasi  pengelola Kebutuhan
Keuangan Daerah  dan standardisasinya diatur Pendanaan yang
dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Besar

Standardisasi

E Kelembagaan o . Pengajar
E Kurikulum . Kelulusan

Teknis Pelaksanaan .-

’

Piloting Time schedule Pelaksanaan

Perlu ada PP Turunan
Akan diintegrasikan dalam muatan revisi PP Waktu Pelaksanaan

Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan il SV [l Il &
Keuangan Daerah tahun setelah UU HKPD) Penyiapan Kebijakan Sertifikasi Aparatur PKD

32



RUANG LINGKUP SERTIFIKASI APKD

- PA
Pejabat Pengelola F’E#K
Belanja Daerah . PPK

Bendahara penerimaan
 Bendahara pengeluaran

/ Pejabat
Umum Perbendaharaan

i

(Struktural)
* Penilai PBB P2
Transformasi jabatan n ( Pejabat Pengelola » Pemeriksa Pajak Daerah
aparatur pengelola . . :
Aparatur Pengelola keuangan daerah Pendapatan daerah F_’enagllth Pajak Daerah
Keuangan Daerah menjadi JF berdasarkan (juru sita)

PMK 132/2023 tentang ° Penge|0|a BMD
Juklak & Juknis JF di :
5 cang Kevanean HN Pejabat pengelola Aset « Pengelola BLUD
Negara
v » Bidang Pajak

Khusus —< JF Pengawas (pemeriksaan dan
(Konsolidasi JF Bidang —— Keuangan Negara

penagihan pajak)
Keuangan Negara)

« Bidang Perbendaharaan

* Penilai Properti
* Penilai Pajak (pajak
pusat dan pajak daerah)

T 9

s JF Penilai
. Berdasarkan data SIKD dari total 546 pemda, terdapat 24.773 SKPD. |
Target 8 pengelola keuangan dari setiap SKPD, diperkirakan terdapat |

. . R | JF Analis Keuangan
. 198.184 pegawai yang perlu disertifikasi. | Negara

» AKPD yang tersertifikasi

E
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i, \% (2. Kementerianppyy SESETN Dukungan Pengembangan Kompetensi ASN dalam
i ' :

<. |I®" ~ Bappenas Ranwal RPJMN 2025 - 2029
\1.........5";
UU No. 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara
1) Setiap pegawai ASN waijib melakukan pengembangan 3) Sistem pembelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus pendekatan yang secara komprehensif menempatkan proses pembelajaran pegawai ASN:
agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi (Pasal 49 (Pasal 49 ayat 3)
ayat 1) d) lerintegrasi dengan pekerjaan;
b) Sebagai bagian penting dan saling terkait dengan komponen Manajemen ASN; dan
2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ¢) Terhubung dengan pegawai ASN lain lintas Instansi Pemerintah maupun dengan pihak
dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi terkait.
(Pasal 49 ayat 2)
Permen PANRB No. 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN
: s Q Integritas 3 Pelayanan Publik
Kamus Kompetensi Manajerial disusun O Keri y :
- . . : . rjasama A Pengembangan Diri dan Orang Lain
1 Kompetensi Manajerial dan ditetapkan oleh Menteri PANRB 0O Komunikasi QO Mengelola Perubahan
Orientasi pada Hasil 0 Pengambilan Keputusan

Kamus Kompetensi Sosial Kultural
disusun dan ditetapkan oleh Menteri
PANRB

A Perekat Bangsa

'

Kompetensi Sosial
Kultural

v Kamus Kompetensi Teknis disusun/ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga di bidang urusan

pemerintah yang relevan.
v Apabila belum ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga di bidang urusan pemerintah tertentu,

maka instansi dapat menyusun kompetensi teknis sendiri.
Sumber: Dokumen Arah Kebijakan Pengembangan ASN Direktorat ANTB, Bappenas (2024)

ot Kompetensi Eknis




i

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

PENINGKATAN

UuU 5/2014

Mempermudah akses belajar
bagi pegawai ASN sehingga
mereka siap menghadapi
perubahan dunia yang semakin
cepat, termasuk untuk
mengantisipasi future jobs di

era digital. Bangkom

merupakan Hak bagi ASN

Permasalahan

ASN tidak terdorong untuk
melakukan pengembangan
Kompetensi.

UuU 20/2023

Pengembangan Kompetensi

merupakan kewajiban bagi
ASN melalui pembelajaran
secara menerus agar tetap
relevan dengan tuntunan
organisasi.

Pengembangan Kompetensi
berjalan lambat dan ASN
cenderung terjebak di zona
nyaman

Pembelajaran dilakukan
melalui sistem pembelajaran
terintegrasi, yakni:

Terintegrasi dengan
pekerjaan;

2. Sebagai bagian penting dan
saling terkait dengan
kompenen Manajemen ASN;

3. Terhubung dengan pegawai
ASN lain lintas Instansi
Pemerintah maupun dengan
pihak terkait.
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Pengembangan
SDM / ASN masih
bersifat business

as usual (belum

terdapat
kebaharuan)

S

Proses
pengembangan ASN
masih belum
memperhatikan isu
tematik
pembangunan

seperti IKN dan DOB

2

Masih lemahnya
pengukuran
kebermanfaatan
pelaksanaan
program
pengembangan
ASN

6

Saat ini belum
terdapat Pemetaan
kapasitas daerah
secara utuh meliputi,
kapasitas kebijakan,
kelembagaan, dan

SDM sesuai PP
13/2019 Pasal 37 |

3

Minimnya
pemanfaatan TIK
dalam
pengembangan
ASN

7

Proses
pengembangan
ASN masih belum
berdasarkan
Standar
Kompetensi
berbasis jabatan

Isu Strategis dalam Pengembangan SDM di Daerah

4

Standar Kurikulum
pengembangan
ASN yang belum
responsive
terhadap dinamika
pembangunan

8

Belum
dilaksanakannya
manajemen talenta
secara merata di

seluruh K/L/D




TUGAS DAN FUNGSI BPSDM

TUGAS BPSDM
PENYELENGGARA PENGEMBANGAN SDM

Melaksanakan pengembangan SDM
Pemdagri sesuai dengan Ketentuan
peraturan Per-UU an

FUNGSI BPSDM

- ) N
1. Penyusunan Kebijakan teknis, rencana. dan Pengembangan
program pengembangan SDM Pemdagri ‘ . K 5
2. Pelaksanaan Pengembangan SDM Pemdagri ompetenS| B
3. Pelaksanaan Penilaian kompetensi SDM 4 : Pengembanga

Pemdagri

4. Pelaksanaan Pembinaan, pengembangan
dan pemberdayaan jabatan fungsional
bidang Pemdagri

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pengembangan SDM bidang
Pemdagri

6. Pelaksanaan administrasi BPSDM

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
Menteri

Kompetensi
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STRATEGI UKE | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEBIJAKAN STANDARISASI, SERTIFIKASI DAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI SDM APARATUR TAHUN 2025 S.D 2029

STANDAR
KOMPETENSI
KERJA PEGAWAI
KEMENDAGRI
(BERBASIS
JABATAN)

STANDAR
KOMPETENSI
KERJA PEGAWAI
PEMDA (BERBASIS
JABATAN)

UJlI KOMPETENSI BAGI
JABATAN FUNGSIONAL
BINAAN KEMENDAGRI

UJI KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI DI

LINGKUNGAN
KEMENDAGRI

UJI KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI PEMDA

STANDARISASI SERTIFIKASI

LATSAR CPNS

PELATIHAN BAGI PPPK
JABATAN FUNGSIONAL
BINAAN KEMENDAGRI

TEKNIS

DPRD PROVINSI DAN
KAB/KOTA

KDH DAN WKDH




& e PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PRIORITAS TAHUN 2025

SERTIFIKASI KOMPETENSI ORIENTASI PENDALAMAN f
% PENGELOLAAN TUGAS ANGGOTA DPRD ' DIKLAT LEGAL DRAFTING
KEUANGAN DAERAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA =
1. KPA 1. ANGGOTA DPRD PROVINSI 1. ADMINISTRATOR
2. PPK (PEJABAT PENATAUSAHAAN 2. ANGGOTA DPRD KAB/KOTA 2. PENGAWAS
KEUANGAN) 3. PELAKSANA/FUNGSIONAL

3. BENDAHARA

DIKLAT PENGADAAN
BARANG DAN JASA

SERTIFIKASI KOMPETENSI
PEMERINTHAN BAGI

DIKLAT PIMPEMDAGRI

JABATAN PIMPINAN TINGGI
ADMINISTRATOR
PENGAWAS
PELAKSANA/FUNGSIONAL

DIKLAT FUNGSIONAL

1. JABATAN PIMPINAN TINGGI
2. ADMINISTRATOR
3. PENGAWAS

Y
DIKLAT PENGELOLAAN
KEUANGAN

1. PENGELOLA KEUANGAN (PA, KPA, BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN)

2.  STRUKTURAL (PENGAWAS, ADMINISTRATOR)

3 PELAKSANA/FUNGSIONAL

ADMINISTRATOR

WS

1

2.

3. PENGAWAS

4. PELAKSANA/FUNGSIONAL

BINAAN KEMENDAGRI

‘Diklat Penata Perizinan
Diklat Pemadam Kebakaran
Diklat Satpol PP

ORIENTASI KEPEMIMPINAN Diklat Operatos SIAK

) e L Y

BAGI KDH/WKDH Diklat PPUPD
= Diklat Administrator Database
1. GUBERNUR Kependudukan
2. BUPATI/WAKIL BUPATI 7. Diklat Analis Kebakaran

3. WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA



SERTIFIKASI KOMPETENSI

ﬁ KEUANGAN DAERAH

PENGELOLAAN
KPA

PPK (PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN)
BENDAHARA

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

PRIORITAS TAHUN 2025 (1)

. Amanat UU 1/2022 HKPD Pasal 151

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem

pengembangan sumber daya manusia aparatur berbasis kompetensi di

lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

SERTIFIKASI KOMPETENSI

PEMERINTHAN BAGI ASN

JABATAN PIMPINAN TINGGI
ADMINISTRATOR
PENGAWAS

JABATAN FUNGSIONAL

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem

pengembangan sumber daya manusia aparatur berbasis kompetensi di

lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

=

DIKLAT PENGELOLAAN

"

PENGELOLA KEUANGAN (PA, KPA,

KEUANGAN DAERAH

BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN)
STRUKTURAL (PENGAWAS,

ADMINISTRATOR)
PELAKSANA/FUNGSIONAL

iy

&l

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah
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- Lanjutan -

1.
2.
3.

1.
2.

1.
2.
3.
4.

ORIENTAS| KEPEMIMPINAN
BAGI KDH/WKDH

GUBERNUR
BUPATI/WAKIL BUPATI
WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Orientasi

Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5 - 1834 Tahun 2023 Tgl 29

November 2023 Tentang Pedoman Teknis Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

TUGAS ANGGOTA DPRD

=c ORIENTASI PENDALAMAN
" PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

ANGGOTA DPRD PROVINSI
ANGGOTA DPRD KAB/KOTA

. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata

Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Dan Kota

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi Dan

Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Jucto
Peraturan Menteri Dalam Negeri 14 Tahun 2018

DIKLAT PIMPEMDAGRI

JABATAN PIMPINAN TINGGI
ADMINISTRATOR
PENGAWAS
PELAKSANA/FUNGSIONAL

. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.14.1/6647/Sj Tanggal 12 Desember

2024 Perihal Kompetensi Pemerintahan Sebagai Persyaratan Penempatan

Jabatan Di Pemerintah Daerah

. Permendagri 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan

. Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan

Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri



BPSL
i N

- Lanjutan -

L

P WON P

DIKLAT FUNGSIONAL

BINAAN KEMENDAGRI

Diklat Penata Perizinan

Diklat Pemadam Kebakaran

Diklat Satpol PP

Diklat Operatos SIAK

Diklat PPUPD

Diklat Administrator Database Kependudukan
Diklat Analis Kebakaran

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional Pemadam Kebakaran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Pengangkatan, dan Pemberhentian
dalam Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Administrator Database
Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah

DIKLAT LEGAL DRAFTING

ADMINISTRATOR
PENGAWAS
PELAKSANA/FUNGSIONAL

N —

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem pengembangan sumber
daya manusia aparatur berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah

DIKLAT PENGADAAN

BARANG DAN JASA

JABATAN PIMPINAN TINGGI

ADMINISTRATOR
PENGAWAS
PELAKSANA/FUNGSIONAL

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem pengembangan sumber
daya manusia aparatur berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9
Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa



.Q‘.'p
2808
P8 b

TERIMA KASIH

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Y S VR VOR
7/ 7 7T U N

1

|\




